KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 5030032 /PR /=03l

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL '
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA KITA MEMBANGUN
YAYASAN ABDI KARYA

KEFALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Menimbang : 8. bahwa sesuai sural permohonan Kelua Pengurus Yayasan Abdi Karya tanggai 08 Oklober
L 2021, Perihal Permohonan Perpanjangan lzin Operasional Sekolah Menengah Pertama
Swasta Kita Membangun;
b. bahwa sebagai tindak Janjul dan Peraluran Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 lenlang Pangelolaan Dan
Penyelenggaraan Pendidikan; _
c. bahwa dipandang perfu menelapkan Perpanjangan lzin Operasionsl Sekolsh Swasta
dilingkungan Pembinaan Pemesintah Kabupaten Padang Lawas Utara,
d. bahwa untuk memenuhi maksud sesuai poin a b dan ¢ peru ditetapkan dengan Sural
Heputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Fintu Kabupaten
Padang Lawas Litara,

Mengingat .1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidian Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Nomor 4301); : _
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 fentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas
Utara Di Provingi Sumaltera Ulara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Momer 103, Tambahan lﬂmﬂmﬁfm indonesia Nomor 4753),
4 Undang-Undang Nomor . lentang Pembentukan Peraluran Perundang-
utdangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

| ambaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233),

| 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
| Rl Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaunana
teish beberapa kall diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
\ Perybshan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenatahan

Gasrgh (Lambaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Ri
Nomaor 5679);
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(Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negais
Repubi Indonosia Nomor 4496) sobagaimana telah baborupa kah diubah terakhir dengan i
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Negars Ropublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahun Lembaran Negus Repubik
indonasia Nomor G670).




Mamperhatikan

kenalapkan

nor 5105 sabagaimana [elah diubah i
20 '“!'I'.-i':’i. Perybahan  Alas |
| Pangetolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
I 1T lahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran

1 Hepublik- Ind
Famerinlsh Nomor 18 Tahun 2016 Tenlang Perangkat Daerah ((Lembaran
Negara Republik Indonesta Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
onesia Nomor SBET) :

Peraturan Menleri Pendidiken Dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 lentang Standa

rompelensi/ Luluzan Pendidikan Dagar Dan Menengah,
Feraturan Menler Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 lentang Standar Is
Pendidikan Dasar Dan Menengah:

.. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Momor 65 Tahun 2013 lenfang Standar

rroses Pendidikan Dasar Dan Menengsh;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 lentang Standar

Panilaian Pendidikan Dasar Dan Menangah;

. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Momor 67 Tahun 2013 tenfang Kerangka

Dasar dan Strukiur Kurikulum Sekolah Dasar / Madrasah [blidaiyah;

I, Peraluran Menter Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81.A Tahun 2013 fentang

Implementasi Kurikutum;

14, Paraluran Menter Pendidikan Dan Kebudayaan Momor 38 Tahun 2014 leniang Pedoman
Pendiran, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidiken Dasar Dan Menengah;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum
2013 Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyan,

16. Peraluran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 fentang
Pembelaiaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah:

17. Peraturan Menten Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 lentang Penilaian
Hasil Belajar Olsh Pendidik Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;

18. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 lentang Pedoman Nomenklatur
Dinas. Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pravinsi Dan
kabupaten/Kola;

18, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tenlang Penyslenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

20. Kaputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/Ur2002 Tahun 2002 tentang Akreditasi
Sekolah,

21. Peraturan Daersh Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2016 teniang

- Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Ulara;

22, Peraturan Bupali Padang lLawas Utara Nomor 8 Tahun 2017 fentang Pelimpahan
Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Berussha Dan Penanaman Modal Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Padang Lawas Ulara;

Rekomendasi dan Pertimbangan dari :

1, Dinas Pendidikan Kabupsten Padang Lawas Ulara, Tanggal 15 Agustus 2021,

Nomor 42011879/ SMP/2021 perhal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Sekofah
Menengah Perama Swasta Kita Membangun,

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA KITA MEMBANGUN
YAYASAN ABDI KARYA
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I AMAA Membenkan Pamanjangan 12ir wal Sekoiah kepada

|. Nama Sekolah lah Menengah Parlama Swasla Kila Membangun
2. Nama Yayasan ASAN ABDI KARY A
4, Nama Ketua Pengurus | { GANDA LEONARDO SITORUS
d Nomi Ik Befusa) {1 H1A0115211504
5. Akta Petubahan lotaris Maria silitonga, SH
13 Tanggal 15 November 2019

gt

. Alamat Sekokah Hukil Harapan, Desa Aek Raru

Keuamatan Simangambat
fabupalen Fadang Lawas |lara
Provinsi Sumatera Utara
Alamat Yayasan JI, Sullan Iskandar Muda No, 11, RT 004 RW 002
Kel. Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama Ulara
Jakarta Selatan

Sekolah tersebut dialas harus memenuhi ketentuan sebagal berikut ;

1, Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku

Mengirim laporan bulanan dan laporan fengah lahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Padang Lawas Utara;

Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku:

Mengikuli petunjuk teknis dan rekemendasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Padang Lawas Utars;

Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah atau
Badan Swasia lain;

-

&

KETIGA - Keputusan ini bersku selama 5 (lahun) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan
apabila butir 2 {dua) dan 5 (lima) pada Diktum Ketiga dialas tidak dipatuhi maka surat keputusan
ini dinyatakan batal,

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekefiruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan i
sebagaimana mestinya. '

Ditetapkan di  : Gunung Tua
Peda langgal  : 22 Qutoker 207l

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
“KABUPATENPADANG LAWAS UTARA

J Tembutan

1. Gubssuir Sumaters (Nara df Metan,
Dirresictur desricderal BALID dan PNFI o Jukana
Dereskbr Pesmbingan Kursus dan Halombagaan di Jokars,
Fepaly Dinas Pendidian Proving! Sumitera Utora df Madan,
Iepala [Nrae Paniiikas Kabupaton Padang Lawas W
Fepals BAPPEDA Kabispaten Pading Lawes Ulars,
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